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BUPATI SITUBONDO

PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI SITUBONDO

NOMOR 43 TAHUN 2015
TENTANG
URAIAN TUGAS DAN FUNGSI

INSPEKTORAT KABUPATEN SITUBONDO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SITUBONDO,

bahwa scsuai hasil evaluasi pelaksanaan otonomi
dacrah dan pcnataan kclembagaan di Kabupaten
Situbondo, tugas dan fungsi Inspcktorat Kabupaten
Situbondo scbagaimana ditctapkan dalam Peraturan
Bupati Nomor 41 Tahun 2010 tentang Uraian Tugas
dan Fungsi Inspektorat Kabupaten Situbondo sudah
tidak scsuai lagi dalam perkembangannya schingga
perlu digant;

bahwa guna maksud sebagaimana dimaksud hurul
a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Situbondo
tentang Uraian Tugas dan Fungsi Inspcktorat
Kabupatcen Situbondo.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 Tentang
Pembentukan Dacrah-dacrah Kabupaten dalam
Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Ncgara
Republik  Indonesia  Nomor 19 Tahun 1950,
Tambahan Lembaran Ne¢gara Republik Indoncsia
Nomor 19) scbagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lcmbaran
Negara Republik Indoncesia Nomor 2 Tahun 1965,
Tambahan Lembaran Ncgara Republik Indoncesia
Nomor 2730);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Rcepublik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
l.embaran Negara Republik Indoncesia Nomor 4286);
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3.

10.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 05, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tcntang
Sistem  Perencanaan  Pembangunan — Nasional
(Lembaran Necgara Rcpublik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indoncsia Nomor 4421});

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan  Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indoncesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Ncgara Rcpublik
Indoncsia Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor S5 Tahun 2014 tcentang
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Ncgara Republik
Indoncsia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (enlang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesta Tahun 2014 Nomor 334, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
scbagaimana tclah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);

Pcraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1972
tentang Perubahan Nama dan Pemindahan Tcempat
Kedudukan  Pemerintahan  Dacrah  Kabupaten
Panarukan (Lembaran Negara Republik Indoncsia
Tahun 1972 Nomor 38);

Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang
Pengangkatan Pcgawai Negeri Sipil Dalam Jabatan
Struktural (Lembaran Negara Republik Indoncsia
Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4018) scbagaimana tclah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13
Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indoncsia
Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4194);

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang
Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan
Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);



Menetapkan

11. Pcraturan Pemcrintah Nomor 79 Tahun 2005
tentang Pcdoman Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintahan Dacrah (Lembaran
Negara Rcepublik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indoncsia
Nomor 4594);

12. Pcraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007
tentang Pcembagian Urusan Pemerintahan Antara
Pemcrintah, Pemerintahan Dacrah Propinsi, dan
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran
Negara Republik Indoncsia Tahun 2007 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Necgara Republik Indoncsia
Nomor 4737);

13. Pcraturan Pemcrintah Nomor 41 Tahun 2007
tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indoncsia
Nomor 4741);

14, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun
2007 tentang Pedoman Tata Cara Pcngawasan Atlas
Penyelenggaraan Pemerintah Dacrah;

15. Pecraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun
2007 tentang Pectunjuk Tcknis Penataan Organisasi
Perangkat Daerah scbagaimana telah diubah dengan
Pcraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun
2010;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun
2007 tentang Pedoman Tecknis Organisasi dan Tata
Kcrja Inspcktorat Provinsi dan Kabupaten/Kota;

17. Pcraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun
2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Dacrah
(Berita Negara Rcepublik Indonesia Tahun 2014
Nomor 32);

18. Pcraturan Dacrah Kabupaten Situbondo Nomor 2
Tahun 2008 tentang Urusan Pcmerintahan Dacrah
Kabupatcn Situbondo {(Lembaran Dacrah Kabupaten
Situbondo Tahun 2008 Nomor 2);

19. Pcraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 6
Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata
Kerja Inspcktort Kabupaten Situbondo (Lembaran
Dacrah Kabupaten Situbondo Tahun 2008 Nomor 9).

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG URAIAN TUGAS DAN
FUNGSI INSPEKTORAT KABUPATEN SITUBONDO.



BAB 1
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Pcraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1.

10.

Pemerintah Dacrah adalah Pemecerintah Kabupaten
Situbondo.

Dacrah adalah Kabupaten Situbondo.

Bupati adalah Bupati Situbondo.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang sclanjutnya
discbut DPRD adalah Dcwan Perwakilan Rakyat
Dacrah Kabupaten Situbondo.

Pemerintahan Daerah adalah penyclenggaraan
urusan pemerintahan oleh pemerintah dacrah dan
DPRI) menurut asas otonomi dan tugas pembantuan
dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam
sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik
Indonesia scbagimana dimaksud dalam Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945.

Sekretaris  Daecrah adalah  Sekretaris Dacrah
Kabupaten Situbondo.

Inspektorat adalah Inspcktorat Kabupaten
Situbondo.

Inspcktur adalah tnspektur Kabupaten Situbondo.
Aparal Pengawasan Intern Pemerintah yang
sclanjutnya disebut APIP adalah Instansi pcmerintah
yang dibentuk dengan tugas meclaksanakan
pengawasan intern (internal audil) di lingkungan
pecmerintah  pusat dan/atau pemerintah dacrah,
vang terdiri dari Badan Pengawasan Keuangan dan
Pembangunan (BPKP), Inspcktorat Jenderal
Kementerian, Inspcktorat/unit pengawasan intern
pada Kementerian Negara, Inspektorat
Utama/Inspcktorat  Lembaga  Pemerintah  Non
Kementerian, Inspektorat/unit pengawasan intern
pada Kesckrctariatan Lembaga Tinggi Negara dan
Lembaga Negara, Inspcktoratl Provinsi/Kabupaten/
Kota, dan unit pengawasan intern pada Badan
Hukum  Pemecrintah  lainnya  sesual  dengan
peraturan perundang-undangan.

Jabatan Fungsional Auditor yang selanjutnya
discbut JFA adalah jabatan yang mempunyai ruang
lingkup, tugas, tanggungjawab, dan wecwcenang
untuk melakukan pengawasan intern pada instansi
pemerintah, lembaga dan/atau pihak lain yang di



dalamnya terdapat kepentingan Negara scsual
dengan pcraturan perundang-undangan, yang
diduduki olch Pegawai Negeri Sipil dengan hak dan
kewajiban yang diberikan secara penuh olch pejabat
yang berwenang.

11. Jabatan IFungsional Pengawas Penyclenggaraan
Urusan Pemerintahan di Dacrah yang sclanjutnya
discbut JFP2UP adalah jabatan fungsional yang
mempunyal ruang lingkup, tugas, tanggungjawab,
dan wewenang untuk melakukan pengawasan atas
penyelenggaraan (cknis urusan pcemerintahan di
dacrah, di luar pengawasan kcuangan scsual
dengan peraturan perundang-undangan, yang
diduduki olch Pegawai Negeri Sipil.

BAB 11
KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 2

(1} Inspcktorat merupakan unsur pcngawas
penyclenggaraan pemerintahan di dacrah.

(2) Inspcktorat dipimpin olch scorang Inspcktur yang
berada di bawah dan bertanggung jawab kepada
Bupati.

(3) Inspektur sccara tcknis administratif mendapat
pembinaan dari Sckretaris Dacrah.

Pasal 3

Inspcklorat mempunyat tugas melakukan pengawasan
terhadap pclaksanaan urusan pemcrintahan di dacrah,
pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan
pemerintah desa dan pelaksanaan urusan pemerintahan
desa.

Pasal 4

Dalam meclaksanakan tugas sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 3, Inspektorat menyelenggarakan fungsi :

4. perencanaan program pengawasan;

b. perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan;
dan

c. pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian
tugas pcengawasarn.



BAB 111
ORGANISASI
Pasal 5

Organisasi Inspektlorat terdiri dari :

a. Inspcktur;

b. Sckretariat, membawahi :

1. Sub Bagian Pcrencanaan ;

2. Sub Bagian Administrasi dan Umum ; dan
3. Sub Bagian Evaluasi dan Pclaporan.
Inspektur Pembantu Wilayah I;

Inspcktur Pembantu Wilayah II;

Inspcktur Pembantu Wilayah 111,

Inspcktur Pembantu Wilayah 1V;

~ e oa o0

Kelompok Jabatan Fungsional.

e

Pasal 6

(1) Sckretariat dipimpin oleh Sckretaris.

(2} Inspektur Pecmbantu schbagaimana dimaksud dalam
Pasal 5 huruf ¢, huruf d, huruf ¢, dan huruf [
mcmbawahi  wilayah  kerja  pcmbinaan  dan
pengawasan pada Instansi/Satuan Kerja  di
lingkungan Pemecerintah Dacrah dan Kecamatan scrta
Desa/Kclurahan.

(3) Pembagian wilayah kerja sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) ditetapkan oleh Inspektur melalui
Surat  Keputusan dengan mempertimbangkan
efektifitas penyclenggaraan pengawasan.

(4) Sckrctaris dan Inspektur Pembantu Wilayah |,
Inspcktur Pembantu Wilayah 11, Inspektur Pembantu
Wilayah Ill dan Inspckiur Pembantu Wilayah IV
masing-masing berada di bawah dan
berianggungjawab kepada Inspektur.

BAB IV
PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI
Bagian Kesatu
INSPEKTUR
Pasal 7

Inspecktur mempunyai tugas memimpin, meclakukan
koordinasi dan pengendalian dalam penyeclenggaraan
kegiatan di bidang Inspcktur Pembantu Wilayah 1,
Inspcktur Pembantu Wilayah 1I, Inspckiur Pembantu
Wilayah 11l dan Inspcktur Pembantu Wilayah IV.



Bagian Kedua
SEKRETARIAT
Pasal 8
Sckretariat  mempunyai  tugas mcenyiapkan bahan
koordinasi pcngawasan dan memberikan pelayanan
administratif dan fungsional kepada semua unsur di
lingkungan Inspcktorat.

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas scbagaimana dimaksud

dalam Pasal 8, Sckretariat menyclenggarakan fungsi :

a. penyiapan bahan koordinasi dan pengendalian
recncana dan program kerja pengawasan;

b. penghimpunan, pengolahan, pcnilaian dan
penyimpanan Laporan Hasil Pengawasan Aparat
Pengawasan Fungsional Dacrah;

c. penyusunan bahan data dalam rangka pembinaan
tcknis fungsional;

d. penyusunan, penginventarisasian dan
pengkoordinasian data dalam rangka
penatausahaan proses penanganan pengaduan; dan

¢. pclaksanaan urusan kepecgawaian, kcuangan, surat
menyurat dan rumah tangga.

Paragraf 1
Sub Bagian Perencanaan
Pasal 10

(1} Sub Bagian Perencanaan scbagaimana dimaksud
dalam Pasal 5 huruf b angka 1, mempunyai tugas
menyiapkan bahan penyusunan dan pengendalian
rencana/program kerja pengawasan, menghimpun
dan menyiapkan rancangan pcraturan perundang-
undangan, dokumentasi dan pcengolahan data
pengawasan.

(2) Dalam meclaksanakan tugas scbagaimana dimaksud
pada ayat (1), Sub Bagian Perencanaan
menyelenggarakan fungsi :

a. pengkoordinasian penyiapan rencana/program
kerja pengawasan dan fasilitasi;

penyusunan anggaran Inspcktorat;

penyelenggaan kerjasama pengawasan;

penylapan peraturan perundang-undangan;

P oo o

penyiapan dokumentasi dan pengolahan data
pcngawasarn;



(1

(2)

(1)

pelaksanaan ketatausahaan;

g. pclaporan hasil pclaksanaan tugasnya kcpada

Sckretaris; dan

h. peclaksanaan tugas kedinasan lain yang
diberikan olech Sckretaris sesuai dengan tugas
dan fungsinya.

Paragraf 2
Sub Bagian Administrasi dan Umum
Pasal 11

Sub Bagian Administrasi dan Umum sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 5 huruf b angka 2,

mempunyai tugas mclakukan urusan kepegawaian,

kecuangan, pcnatausahaan sural menyurat dan

urusan rumah tangga.

Dalam mclaksanakan tugas scbagaimana dimaksud

pada ayat (1), Sub Bagian Administrasi dan Umum

menyelenggarakan fungsi :

a. pengelolaan urusan tata usaha surat menyurat
dan kcarsipan,;

b. pengelolaan administrasi, inventarisasi,
pengkajian, analisis pclaporan,

¢. pengelolaan urusan kepcgawaian;

d. pengelolaan urusan perlengkapan dan rumah
tangga;
pengelolaan urusan kcuangan;

f.  peclaksanaan ketatausahaan;

g. pelaporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada
Sckretaris; dan

h. pclaksanaan tugas kedinasan lain  yang
diberikan oleh Sckretaris sesuai dengan tugas
dan fungsinya.

Paragraf 3
Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan
Pasal 12

Sub Bagian Evaluasi dan Pclaporan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 5 huruf b angka 3,
mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan
evaluasi, menghimpun, mengolah, menilai dan
menyimpan  laporan  hasil pengawasan aparat
pengawasan fungsional dan melakukan administrasi
pengaduan masyarakal serta menyusun laporan
kegiatan pengawasan.



(2)

Dalam mclaksanakan tugas scbagaimana dimaksud

pada ayal (1), Sub Bagian Evaluasi dan Pclaporan

menyclenggarakan fungsi :

a. penginventarisasian hasil  pengawasan dan
tindak lanjut hasil pengawasan;
pcnylapan laporan dan statistik Inspcktorat;

c. penyiapan dokumcntasi dan pengolahan data
pengawasan;
peclaksanaan kctatausahaan;

e. pelaporan hasil pclaksanaan tugasnya kepada
Sckretaris; dan

f. pclaksanaan tugas kedinasan lain  yang
diberikan olech Sekretaris sesuai dengan tugas
dan fungsinya.

Bagian Ketiga
INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH
Pasal 13

Inspektur Pcmbantu Wilayah sebagaimana
dimaksud dalam pasal S huruf ¢, huruf d, huruf ¢
dan huruf {f mempunyai tugas membantu Inspektur
mclaksanakan pcngawasan terhadap pclaksanaan
penyclenggaraan pcemerintahan dacrah,
pemcerintahan desa  dan penanganan  kasus
pengaduan.

Dalam meclaksanakan tugas scbagaimana dimaksud

pada ayat (1), Inspcktur Pembantu Wilayah

menyclenggarakan fungsi :

a. pengusulan program pengawasan di wilayah
kerjanya,

b. pengkoordinasian pclaksanaan pengawasan  di
wilayah kerjanya;

¢. pclaksanaan fasilitas: pengawasan dan
pcmbinaan pada wilayah kerjanya,;

d. pengawasan terhadap penyclenggaraan urusan
pcmerintahan dacrah dan pemerintahan desa di
wilayah kcrjanya,;

¢. pengelolaan penanganan kasus atau pengaduan
pada satuan kerja di wilayah kerjanya;

. pclaksanaan pemeriksaan, pengusutan,
pengujian, reviu dan penilaian tugas
pcngawasan di wilayah kerjanya,

g pengelolaan  laporan  hasil pengawasan dan
pembinaan pengawasan di wilayah kerjanya;

h. pclaksanaan kegiatan ketatausahaan; dan



(1)

(2)

(4)
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i. pelaksanaan  tugas kedinasan lain  yang
diperintahkan olch Inspcktur scsuai dengan
tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 14

Keclompok  Jabatan Fungsional scbagaimana
dimaksud dalam Pasal 5 huruf g mempunyai tugas
mclakukan kegiatan scsual dengan bidang tenaga
fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan
pecraturan perundang-undangan.
Kelompok  Jabatan Fungsional scbagaimana
dimaksud pada ayat (1), terdiri dari scjumlah tcnaga
JFA dan tenaga P2UPD yang terbagi dalam beberapa
kclompok sesuai dengan kebutuhan dan
bertanggungjawab  kepada  Inspektur  melalui
Inspcktur Pembantu scsuai wilayahnya.,
Dalam meclaksanakan tugas pengawasan yang
mcliputi audit, cvaluasi, reviu, pemantauan dan
kegialan pengawasan lainnya scperti konsultansi,
sosialisasi, asistensi dalam rangka memberikan
keyakinan yang memadai atas cfisicnsi dan
clckiifitas manajemen resiko, pengendalian  dan
proscs tata kelola objck yang diawasi, pejabat
fungsional memiliki wewcnang :

a. memperoleh  keterangan  dan/atau  dokumen
yang wajib dibcrikan olch objeck yang diawasi
dan/atau pihak yang terkait;

b. mclakukan pemceriksaan ditempat penyimpanan
uang dan barang milik dacrah, ditcmpat
pclaksanaan kegiatan, pembukuan dan tata
usaha keuangan dacrah scrta pemeriksaan
terhadap perhitungan-perhitungan, surat-surat,
bukti-bukti, rckening koran,
pertanggungjawaban dan daftar lainnya yang
terkait dengan penugasan;

¢. mcnetapkan  jenis . dokumen, data, scrta
informasi yang diperlukan dalam pcnugasan
pengawasan; dan

d. memeriksa secara fisik setiap asset yang berada
dalam pengurusan  pejabat  instansi  yang
diawasi.

Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan

kebutuhan dan beban kerja.



11

(5) Jenis dan Jenjang Jabatan Fungsional diatur sesuai
pcraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 15

Dengan berlakunya  Peraturan  Bupati  ini, maka
Peraturan Bupati Situbondo Nomor 41 Tahun 2010
tentang Uraian Tugas dan Fungsi Inspcktorat Kabupaten
Situbondo, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar scliap orang dapal mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Pcraturan Bupati ni dengan
penempatannya dalam Berita Dacrah Kabupatcen
Situbondo.

Ditetapkan di rSi_tubondo
pada tanggal § 1 JUN 2015

BUPATI SITUBONDO,

-Fm.
Diundangkan di Situbondo DADANG WIGIARTO

pada tanggal {—Uﬁl JUN 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SITUBONDO,

SYAIFULLAH
BERITA DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2015 NOMOR &%




